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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2021

Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA, yakni:

1. Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan
pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting;

2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota;

3. Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh
Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota;

4. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja
Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional
dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa)
yang tepat waktu;

5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 9 Juni 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

rd

ANDERSON
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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU
NOMOR : 040.A/PR.02/K/06/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang Doa

Mengingat s 1

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);




